BAWASLU

BACAN PENGAWAS PEMILIMAN UMUM

KOTA BONTANG

JL. S. Parman No. 29 RT 48 Kelurahan Belimbing
Kecamatan Bontang Barat Kaltim Kode Pos 75313
Email : bawaslubontang@gmail.com

Nomor
Sifat

;210 /K .Bawaslu Prov-KI.09/PM.00.02/11/2020 Bontang, 9 November 2020

: Penting

Lampiran: -
: Imbauan terkait Metode Debat Publik atau
Debat Terbuka antar-Pasangan Calon

Hal

Yth.

Ketua KPU Kota Bontang

di-

Bontang

Dasar Hukum

:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota;
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10.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan,
Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubermnur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak
Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (COVID-19);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik indonesia Nomor
465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakit
Wali Kota Tahun 2020;

Keputusan Bersama antara Badan Pengawas Pemilthan Umum
dengan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia
dan Dewan Pers Nomor: 0283/K.Bawaslu/HM.02.00/V111/2020,
Nomor: 21/PR.07-NK/01/KPUNVIIN/2020, Nomor:
02/K/KPI/HK.0302.08/2020, Nomor: 02/DPMoUNHIf2020
tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan
Pemberitaan, Penyiaran, dan lklan Kampanye dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 melalui Lembaga
Penyiaran, Perusahaan Pers Cetak, dan Siber; dan
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11. Undangan KPU Kota Bontang Nomor 349/PL.02.4-
Und/6474/KPU-Kot/X/2020 tentang Rapat Koordinasi
Pengamanan Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka
pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun
2020.

Sehubungan dengan telah memasuki masa kampanye debat
publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon pada Pemilihan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020,
disampaikan hal-hal sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-
Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020
Bab IV Fasilitasi Kampanye oleh KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota
A. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon

1. Penyelenggara

a. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon
diselenggarakan oleh KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota.

b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi
kehadiran Pasangan Calon sekaligus berkoordinasi
dengan Partai Politk atau Gabungan Partai Politik
dan/atau Tim Kampanye.

c. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi
tempat penyelenggaraan Debat publik/debat terbuka
antarpasangan calon dengan berkoordinasi dengan
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan
Calon, dan/atau Tim Kampanye.

d. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada daerah
Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan
oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19).

4. Desain acara debat publik atau debat terbuka antar-

Pasangan Calon

a. Acara debat dipandu oleh moderator;
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13.

Pendalaman materi dilakukan oleh moderator;

Durasi debat selama 120 (seratus dua puluh) menit,
dengan rincian 90 (sembilan puluh) menit untuk segmen
debat dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan,;

lklan yang disiarkan merupakan Iklan Layanan
Masyarakat yang disiapkan oleh KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota; dan

Debat dapat dilakukan dalam beberapa segmen.

Acara debat wajib menerapkan secara ketat protokol
kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan standar yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) di wilayah setempat.

Penyiaran

a.

Debat publik atau debat terbuka disiarkan secara
langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau
Lembaga Penyiaran Swasta serta dapat disiarkan ulang
pada masa Kampanye.

Apabila debat publik atau debat terbuka tidak dapat
disiarkan secara langsung karena keadaan tertenu, debat
publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda
atau siaran ulang melalui Lembaga Penyiaran Publik atau
Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran
Swasta yang melakukan siaran tunda atau siaran ulang
harus menyiarkan acara debat publik atau debat terbuka
secara utuh, dan tidak diperkenankan mengurangi bagian
dan/atau segmen tertentu yang dapat merugikan atau
menguntungkan Pasangan Calon atau calon tertentu.
Apabila KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
mengalami keterbatasan untuk melakukan penyiaran,
debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan melalui
metode streaming pada Media Sosial atau Media Daring,
atau penyiaran melalui lembaga penyiaran komunitas.
Untuk menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan,
dalam kegiatan debat publik atau debat terbuka waijib
ditayangkan iklan layanan masyarakat tentang Pemilihan.
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Stasiun televisi penyelenggara penyiaran debat publik
atau debat terbuka wajib menyediakan clean feed
(tayangan yang bersih dari Station ID atau logo stasiun
televisi yang bertugas menyiarkan) sebagai materi relay
atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam
upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
Siaran ulang atau siaran tunda dilarang dilakukan pada
masa tenang.

Dalam penyiaran debat publik atau debat terbuka, sangat
penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing
Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar
sampai penayangannya, sehingga tidak ada Pasangan
Calon yang dirugikan.

. Berkaitan hal tersebut, Bawaslu Kota Bontang mengimbau

kepada KPU Kota Bontang untuk memperhatikan metode

kampanye debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan
Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas kerjasamanya,

diucapkan terima kasih.

Tembusan:

Nasrullah S. Pd

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;

2. Polres Bontang;
3. Arsip.
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